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Abstrack

Attempt of taxation reform in Indonesia can be said to have occurred twice. The first
reform tookplace in 1983, and constituted an extraordinary reform inasmuchas itupdate
all Dutch-colonial inheritance taxation system. Ten years later, the second tax reform
occurred, anditattempted toperfect thetaxlawsandregulations which had existedsince1983.
This was due to the occurrence ofperfection inallaspects oftaxation lawsand regulations
including KUP, PPN, PPH, andPPB. However, to execute allresults of the aforementioned
reform is difficult. Various abstracles toimplement a taxation systemaftertheeffectiveness of
the taxation reforms can be found. Indeed, a strong and good will is required to settle
thosebarriers. Thus, Indonesia canbe developed onthebasisoffunding resulting from taxes.

Pendahuluan

Gambaran pajaksebagai topik yang tidak
popular tidak hanya dialami oleh Indonesia
saja, melainkan juga di negara-negara lain
balk yang sudah maju maupun negara
berkembang. Masyarakat dan pengusaha
yang menjadisubjek pajak enggan membayar
pajakdan menganggap pajak sebagai beban.

Pada sisi yang yang berbeda, rumah
tangga negara semakin menggalakkan
penerimaan pajaknya untuk menutup sektor
lain yang tidak dapat memenuhi target daiam
pendapatannya. Kalau diamati, perklraan akan
memudarnya sinar terang dari penerimaan"
minyak dan gas bum! (Migas), maka mulai
sekitar tahun 1980/1981, Pemerintah"
menggalakkan sumber penerimaan dari
sektor migas.

Tekad pemerintah in! menjadi sangat
transparan dengan semakin menonjoinya

perananpenerimaan pajak daiam penyusunan
Rencana Anggaran dan Beianja Negara
(RAPBN) pada beberapa tahun terakhir ini
terutama dengan semakin menggalakkan
pendapatan dari Pajak Pertambahan Niiai
(PPN), Pajak Penghasilan (PPh).

Untuk mendukung ke arah penerimaan
pendapatan dari sektor pajak secara optimal,
pemerintah mencanangkan adanya reformasi
perpajakan pada tahun 1983,

Sebenarnya kebutuhan untuk meiakukan
reformasi Inl sudah tertanam sejak lama.
Tetapl mengingat masalah pajak pada masa
lalu telah memberikan citra buruk bahkan

• semacam trauma pada masyarakat Indonesia,
maka upaya reformasi ini baru dimulal pada
tahun 1983. Hal Inl dllakukah mengingat
kondisi masyarakat sudah iebih slap untuk
diajak membangun bangsa dengan
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mengedepankan sektor pajak sebagai modal
utama.

Sebenarnya Indonesia dapat dimaklumi
apabila sebagai masyarakat Indonesia ada
yang trauma ^lengan pajak. Dari sisi sejarah,
dapat dilihat bahwa selama beratus-ratus
tahun bangsa Indonesia berada daiam
kekuasaan penjajah, sehingga pajak dikeloia
untuk memenuhi kepentingan penjajah. Oleh
karena itu berbagai macam pergoiakan dan
pemberontakan muncul untuk menentang
penarikan pajak yang dilakukan oleh penjajah.
Pajak kemudian menjadi pengalaman yang
traumatik dan dijadikan sebagai salah satu
cara agitasl untuk meiawan penjajah
Belanda.

Upaya reformasi pajak di Indonesia dapat
dikatakan telah terjadi dua (2) kali. Reformasi
yang pertama terjadi tahun 1983. Reformasi
1983 in! merupakan reformasi yang luar biasa
hebatnya karena membongkar semua sistem
perpajakan wansankolonial Beianda. Sepuiuh
tahun kemudian, reformasi yang kedua terjadi
yaitu pada tahun 1994. Reformasi yang.kedua
ini merupakan penyempurnaan peraturan
perundangan perpajakan yang sudah ada
sejak tahun 1983.Dikatakan sebagai reformasi
karena terjadi penyempurnaan yang hampir
menyeluruh terhadap ketentuan perpajakan
mulai dari KUP, PPN, PPh dan PBB.

Apabila melihat kiias balik perpajakan,
maka dapat ditelusuri adanya berbagai
pengkajian, peneiitian yang diadakan sejak
tahun 1981 yang bertujuan untuk
mempersiapkan peraturan perpajakan. Baru
pada akhirtahun 1983bangsa Indonesia dapat
mengganti sistem perpajakan peninggalan
koionial •dengan Pembaharuan Sistem
Perpajakan Nasional (PSPN). PSPN in! terdiri
dari dua paket. Paket I terdiri dari 3 UU yaitu

UU No. 6- tahun 1983 tentang Ketentuan
Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUTAP),
UU.No. 7 tahun1983 tentang Pajak Penghasiian
dan UU No.'8 tahun 1983 tentang Pajak
Pertambahan Nilai dari Jasa dan Pajak atas
Penjualan Barang Mewah {PPN BM). Paket li
berisi dua UU yaitu UU No. 12 tahun 1985
tentang Pajak BumI dan Bangunan (PBB) dan
UU No. 13 tahun 1985 tentang Bea Materai.

Setelah PSPN berusia lebih dari 10 tahun,
kembali diadakan penyempurnaan sistem
perpajakan. Penyempurnaan ini bertujuan
untuk mewujudkan keadiian daiam bidang
perpajakan dan menyesuaikan dengan
perkembangan dan kemajuan daiam bidang
ekonomi dan perdagangan. Penyempurnaan
sistem perpajakan baru ini ditandai dengan
adanya perubahan-perubahan atas UU No. 6
tahun 1983. UU 7 tahun 1983, UU 8 tahun 1983
dan UU 12 tahun 1985. Penyempurnaan atas
UU di atas diakomodir daiam:

1. UU No. 9 tahun 1994 tentang
Perubahan atas UU No. 6 tahun 1983

tentang ketentuan Umum dan Tata
Cara Perpajakan. •

2. UU No.10 tahun 1994 tentang
Perubahan atas UU No.7 tahun 1983

tentang Pajak Penghasiian.
3. UU No. 11 tahun 1994 tentang

Perubahan' atas UU No.8 tahun 1983

tentang Pajak Pertambahan Niiai
Barang dan Jasa dan PajakPenjualan
Atas Barang Mewah.

4. UU No.12 tahun 1994 tentang
Perubahan atas UU No..12 tahun

1985 tentang Pajak Bumi dan
Bangunan.

Diiihat dari sistemnya, sistem perpajakan
yang beriaku sebeium pembaharuan adalah
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sistem perpajakan yang dibuat pada jaman
Belanda, seperti Ordonansi Pajak Kekayaan
1932 dan Ofoonansi Pajak Pendapatan 1944.
Oari sistem yang berbeda ini, maka landasan
pemikiran, tujuan dan cara pelaksanaan
pemungutan pajak di jaman kolonial sangat
jauh berbeda dengan perpajakan padajamaii
kemerdekaan. Pada masa kemerdekaan,
perpajakan dijiwai oleh semangat yang ada
dalam UUD 1945 dan Pancasila. Dengan
demikian, pajak merupakan wujud partisipasi
masyarakat dalam pembangunan.

Dalam peraturan perundangan pajak
jaman kolonial terdapat beberapa pemnasalahan
yang sekaligus merupakan kelemahan;
sehingga memerlukan pembenahan-
pembenahan yang mendasar. Kelemahan-
kelemahan ini tercermin pada banyak hal. -
' Pertama,' terdapat peraturan pajak'yang

beraneka ragam, sehingga menimbulkah
kesan memblngungkan dan banyak'terjadi
pajak ganda.
' Kedua, pelaksanaan kewajiban pajak

sangat tergantung pada aparat perpajakan
sehingga. menimbulkan kecenderungan
masyarakat wajib pajak kurang turut
bertanggung jawab dalam-memikul beban
negara demi kepentingannya sendiri dalam
bermasyarakat, berbangsa dan bemegara.

Ketlga, terdapat berbagai jenis pajak,
sehingga.menimbulkan ketldakjelasan bagi
masyarakat dalam memenuhl kewajibannya.

Keempat, terdapat bermacam-macam
tarif pajak baik untuk perorangan-maupun
untuk perseroan dan juga bermacam-macam
tarif dalam pajakpenjualan disamping adanya
tarif khusus untuk koperasi, perusahaan yang
go publjk dan perusahaan yangdiperiksa.oleh
akuntan publik. Kesemuanya ini menimbulkan
persaingan yang tidak sehat.

: Kelima, struktur tarif yang progresif
menimbulkan rangsangan bagr wajib pajak
untuk menyelundupkan pajaknya dengan
berbagai cara. Pada akhirnya penerapan^
sistemprogresif ini tidak dapat beijalan secara
baik;- • • •

' Keenam, tata cara pemungutan pajakpun'
berbelit-belit

Dalam usaha menyesuaikan dengan
situasi ekonomi-dan politik, sebelum
pembaharuan sistem perpajakan pada tahun
1983, telahdilakukan beberapa perbaikan ala'
kadamya. Perbaikan ini antara lain dituangkan
dalam UU tahun 1967 sebagai^pembenahan
terhadap Pajak Pendapatan tahun 19^ dan
beberapa perubahan lainnya.

Walaupun demikian^ pembenahan ini
beium mampu menampung aspirasi
masyarakat yang menjadi objek pajak. Bahkan
kondisi yang lebih parahterjadi yaitu sampailah
pada titik jenuh di mana terdapat UU dan
peraturan yang simpang' siur, sehingga
mengakibatkan pelaksanaan>perpajakan-
menjadi birokratis. Efisiensi dan efektivitas'
dalam proses-dan hasil pun belum memenuhi-
harapan.

Dalam sistem perpajakan pra reformasi
ini ada satu hal yang dapat dicatat yaitu
lancarnya .pemungutan- pajak'' dafi
perusahaan-perusahaan minyak. Sedangkan'
pemungutan pajak di luar-bidarig itu. tidak'
memberlkan hasil yang maksimal. Masih
rawan manipulasi, banyak insentif untuk hal
yang tidak efisien dan banyak pembbrosan.

Adapuii tujuan yang hehdak-dicapai oleh
pemerintah Indonesia dengan mengadakan
tax reform ini adalah' mewujudkan
kesederhan'aan dalam sistem perpajakan,
meniadakan pajak berganda, pemerataan
dalam pengenaan dan -pembebanan,
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memberikan kepastian hukum, menutup
peluang untuk menggelapkan pajak dan
penyalahgunaan wewenang dan untuk
mendorong kegiatan ekonomi dan bisnis.

. Akan tetapi untuk mewujudkan tujuan-
tujuan diatas tidaklah mudah, berbagai
kendala ^menghadang untuk mewujudkan
sistem perpajakan setelah berlakunya tax
reform dan membutuhkan tekad kuat untuk

menyingkirkannya. Semua kendala yang ada
harus disingkirkan apabila ingin membangun
dengan berdasarkan pendanaan dari pajak.

Sistem Perpajakan pada Tax Reform

Kebutuhan untuk melakukan pembaharuan
perpajakan sebenarnya sudah ada sejak lama.
Namun mengingat kondisi masyarakat Indo
nesia yang masih trauma pada kondisi pajak
pada masa koloniaj, mengharuskan
Pemerintah, bersabar dan menunda
pembaharuan pajakini pada tahun 1983.Pada
tahun 1983 Pemerintah menganggap
masyarakat sudah mampu menghilangkan
trauma dan bersedia diajak ikut serta didalam
pembangunan dengan cara membayarpajak.

Trauma masyarakat terhadap pajak ini
kiranya dapat dimengerti. Selama 350 tahun
dibawah penjajahan Belanda, pemungutan
pajak dipaksakan oleh penjajah dan
digunakan untuk kepentingan pemerintah
kolonial. Pajak kemudian digunakan sebagai
salah satu alat untuk melawan Belanda.

Setelah Indonesia merdeka, pemerintah
menyadarl bahwa masyarakat harus diajak
berpartisipasi aktif dalam pembangunan,
melalui cara aktif membayar pajak. Untuk
mendukung hal ini, pemerintah berusaha

mengganti sistem perpajakan kolonial yang
tidak sesuai bagi bangsa Indonesia setelah
merdeka.

Baru pada tahun 1983, pemerintah
berhasil melakukan pembaharuan perpajakan
yang dikenal dengan Pembaharuan Sistem
Perpajakan Nasional (PSPN). Dalam
menyusun sistem-baru ini, pemerintah sangat
memperhatikan tiga unsur dalam perpajakan
yang sangat penting yaitu; kebijaksanaan
perpajakan, hukum perpajakan dan
administrasi perpajakan.
, Kebijaksanaan perpajakan merupakan
pemilihan unsur-unsur tertentu dari berbagai
alternatif yang didasarkan atas sasaran yang
ingin dicapai. Pemilihan unsur-unsur ini
berkenaan dengan subjek pajak, objek pajak,
tarif pajak dan prosedur pajak. Adapun yang
dimaksud dengan subjek pajak adalah hal-
hal yang berkenaan pemilihan tentang siapa
yang dikenai pajak, sedangkan objek pajak
merupakan penentuan pilihan tentang apa
yang dikenai pajak. Sementara tarif pajak adalah
cara menghitung besamya pajak, apakah itu
tarif proporsional, progresif, regresif dan Iain-
lain. Sedangkan prosedur pajak merupakan
pemilihan tata cara pelunasan pajak yang'
terhutang, misalnya apakah menggunakan
cara self assesment atau official assesment

Hukum pajak yang dikenai juga dengan
hukum fiskal adalah keseluruhan peraturan
yang meliputi wewenang pemerintah untuk
mengambil kekayaan seseorang dan
menyerahkan kembaii kepada masyarakat
melalui Kas Negara, sehingga pajak
merupakan bagian dari Hukum Publik yang
mengatur hubungan hukum antara Negara
dengan wajib pajak.^

'R.Santoso Brotodihardjo. 1984. Pengantarllmu HukumPa/ak,Eresco. Bandung, hal.1
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Adam Smith dalam bukunya Wealth of
Nations, yang dikutip oleh Rochmat Soemitro,^
memberikan pedoman bahwa supaya
peraturanpajakitu adil harus memenuhi empat
syarat. yaitu equality; certainty; convenience of
payment;dan economic of collection..

Sedangkan yang dimaksud dengan
administrasi perpajakan adalah cara-cara dan
prosedur pengenaan serta pemungutanpajak,
di mana yang bertiridak sebagai pelaku
administrasi pajak di Indonesia adaiah Dirjen
Pajak, Dirjen Bea Cukai dan Dirjen Moneter.
Dengan demikian dapat dikatakan bahwa
administrasi perpajakan merupakan
tanggungjawab instansi pajak, yang disinyaiir
oleh United Nation Committee of Experts
disekitar tahuR: 1970 sebagai salah satu
keiemahan dalam sistem perpajakan di
negara-negara berkembang.^

Seteiah TaxRefom?/ tahun 1983, lOtahun

kemudian pemerintah melakukan
penyempurnaan UU Perpajakan tahun 1994.
Arah Tax Reform, ii,-in! adalah untuk
mengakomodasikan kebijaksanaan investasi-
daiam negeri, sehingga dapat menarik minat
perusahaan PMA untuk menanamkan
modainya di Indonesia. Seiain sebagai
kebijakan dalam investasi, Tax Reform Ii, juga
bertujuan untuk mengakomodasikan berbagai
hai yang masih mengganjai pada Tax Reform
I. Tujuannya adaiah jelas untuk memenuhi
keadilan dalam perpajakan. Dalam skaia yang
paling iuas, Tax- Reform II ini merupakan
perbaikan sistem dari lax Reform i 1983.

Peiaksanaan UU No.6 tahun1983ternyata
banyak mengadapi masaiah, karena banyak

hal yang beium diaturdalam UU tersebut. Oleh
karena itu, pemerintah berusaha menutup
kekurangan itu dengan-mengeluarkan UU
No.9 tahun 1994.

Dalam UU No.9 tahun 1994 ini, anggota
masyarakat tetapdiberikan kepercayaan untuk
dapat melakukan gotong royong secara
nasionai ' dalam ' sistem menghitung,
membayar, dan meiaporkan pajaknya (self
assesmenfji sehingga melalui sistem ini
administrasi perpajakan diharapkan dapat
diiaksanakan dengan ^rapi, terkendaii,
sederhana dan mudahdipahami oieh anggota
masyarakat.

Waiaupun sudah meiaiui penelitian,-
diskusi dan pembahasan yang mendalam,
ternyata UU No.9 tahun 1994 ini masih
mempunyai keiemahan yang mendasaryang-
terdapat dalam Pasal 21 yaitu tentang hak
mendahulul dari.negara. Menurut penulis, hak
mendahulul dari negara ini seharusnya.
menyesuaikan dengan hak privelege
pemegang gadaidan hak tanggungan. Hal ini'
perlu dikemukakan karena.biasanya kreditur
akan meminta jaminan yang berupa hak
tanggungan atau gadai yang dapat segera
dieksekusi apabiia terjadi wanprestasi.
Namun, apabiia hak mendahulul negara ini
berada di depan hak pemegang gadai dan
hak tanggungan,-maka kemungkinan besar
pemeganggadaidan haktanggungan ini akan-
"gigit jari" apabiia suatu badan usaha
dinyatakan pailit dan hartanya hanya cukup
untuk membayar pajak. Harini rasanya
bertentangan dengan rasa keadilan.

^Rochmat Soemltro. 1990.Asas dan DasarPerpajakan 1, Eresco.Bandung. 1990.hal,15
^Moh. Zain danKustadI Arinta. 1990. Pembaharuan Perpajakan Nasionai. CitraAditya Bandung, hal, 107.
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'SecaYa -kronologis, hak mendahului
negara^ ini merupakan salah satu cara yang
diterapkan 'oleh' pemerintah untuk: menangkal.
kenakalan konglomerat yang biasa meminjam
uang dari banknya sendiri. Apabila hutang pada
banknya sendiri, maka' apabila bank menyita
agunan, maka agunan sama saja'kembali
pada pemiliknya. Hak mendahului negara Ini,
memang dilematis. Satu pihak dapat
menangkal.wajib pajak yang nakal.' tetapi

Dalarh UU inl ditetapkanbahwa^pedoman
penyelenggaraan pembukuan - atau^
pencatatan ditetapkan oleh Dirjen Pajak.
Tujuan dari ketentuan Ini adalah untuk
memberikan dasar hukum wewenang bagi
Dirjen^_P_ajak untuk menyusun pedoman
penyelenggaraan ' pembukuan' atau

.pencatatan. ' ,'

. Dalam SPT terdapat satu permasalahan
yaitu masalah pembetulan SPT. Hak Itskus
menerbitkah ketetapan pajak diperpanjang
dari 5 tahun menjadi 10 tahun.. Hat in!
dihadapkaa'dengan hak WP melakukan
koreksi hanya 2 tahun atau lebih dua tahun
sepanjang belum diterbitkah SKR Hal ini
kurang mencerminkan keseimbangan hak
dan kewajiban antara fiskus dan: WP. Waktu
dua tahun- ini menghambat WP yang ingin
melakukan koreksi SPTnya dan membayar
kekurahgan' pajak masa sebelumnya. Dilihat
dari sisi penerimaan negara koreksi ini cukup
menguntungkan fiskus. • '

Salah satu hal yang masih agak
mengganggu dalam UU ini adalah masalah
daluwarsa. Sebenamya, secara hakiki sistem
assesment ini tidak mempunyai batas waktu.

Diubahnya masa daluwarsa dari 5 menjadi 10
tahun merupakan kemunduran dan seolah-
olah merupakan sarana untuk memberikan
"excuse" bagi kelemahan aparat.^

Masalah penurunan tarif pajak ternyata
mempunyai dampak yang luas karena
memungkinkan perluasan obyek pajak secara
sukarela yang akhimya dapat meningkatkan
penerimaan negara. Kiranya demi kepastian
hukum di kemudian hari beberapa.kriteria
pokok yang dapat mengubah tarif maksimum-
PPh perlu dicantumkan. Hal ini mengingat
perlunya konsistensi hukum sehingga tidak
tergantung-pada pribadi Menterl Keuangan
yang sedang menjabat. ,

.Satu kemajuan yang perlu dicatat adalah
dimungkinkannya suami maupun istri menjadi
wajibpajak sendiri. Dengan diturunkannya tarif
PPh, maka pemisahan wajib pajak ini akan
memberikan keuntungan pada wajib pajak
karena akan lebih sedikit rnembayar pajak.

Dalam rangka menunjang kebijakan
pemerintah untuk meningkatkan pertumbuhan
dan pemerataan, maka pemerintah melalui
UU ini memberikan Yasilitas perpajakan
kepada WP yang menanamkan modalnya di
daerah tertentu atau bidang usaha tertentu.
Selain itu sesuai dengan kebijakan untuk pro
lingkungan, ditegaskan bahwa pengolah'
limbah dapat dibebankan sebagai biaya dan
diatur mengenai pembentukan atau
pemupukan cadangan untuk reklamasi.

Untuk memberikan kemudahan kepada
WP, UU ini memberikan kebebasan kepada
WP.untuk menghitung penyusutan atas harta
yarig dimiliki dan digunakan dalam usaha serta
lebih menyelaraskan pembukuan WP untuk

'Mardiasmo. Pe^ajakan. Andi Offset. Yogyakarta.-hlm.17.
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kepentingan fiskal, maka kepada WP diberi
keleluasaan untuk memilih metoda penyusutan

.atas harta berwujud bukan bangunan.
Dalam rangka kemudahan dan

kesederhanaan pengenaan pajak serta untuk
meningkatkan kepatuhan wajib pajak, diatur
pemungutan pajak yang bersifat final atas
penghasiian-penghasilan tertentu.

Pengaturan subjek pajak dalam UU ini
lebih luwes dan dapat menglkutl peiltembangan
sosial ekonomi serta bentuk-bentuk aktlvitas

bisnis yang timbul dan berkembang dalam
masyarakat. Ketentuan mengenai obyek pajak
diatur lebih rinci, jelas dan tegas untuk lebih
memberlkan kepastian hukum dan keadilan
daiam pengenaan pajak.

Pemerintah tampakhya cukup akdmbdatif
dan berkenan menampung semua ketentuan
yang secara formal tidakdiaturdalam UU PPN
1983 dan hanya diatur daiam PP maupun
Keppres yang dianggap kurang memiliki
landasan kuat dalam bidang hukum. Tetapi
dari segi materi dan mengingat kemungkinan
memberikan ruang fieksibilitas dalam
pelaksanaan masih diperlukan peraturan
pelaksana yang ditampung daiam PP, SK
Menkeu atau SK Diijen Pajak seperli kriteria
pengusaha kecii, pengaturan barang dan jasa
yangdibebaskan PPN atau yangPPN nyatldak
dipungut.

Sistem pengkreditan pajakma$ukan.(PM)
terdapat perubahan yang rnendasar- Dengan
tidak diperkenankan pengkreditan Pajak
Masukan atas pembeiian dan pemeiiharaan
barang modal, maka tujuan pokok
diberlakukan UU.PRN 1983 yang semuia
mencegah pungutan^ -ganda, tidak
dipertimbangkan - iagi," yang dampak
ekonominya makro, khususnya'dalam
meningkatkan ekspor hampir dipastikan

kurang m.enguntungkan karena akan
menaikkan harga barang dan jasa.

Jarif pajak PPN yang beriaku atas
penyerahari barang kena pajak adalah tanf
tunggal, sehingga memudahkan dalam
pelaksanaan dan tidak memerlukan daftar
penggolongan barang. Tarif pajak penjualan
atas barang rnewah tidak menganut sistem
tarif tunggai dan diterapkan sesuai dengan
kelompok barang yang, dikenakan pajak
penjuaian atas barang mewah. Daiam rangka
mendorong ekspor non migas, atas ekspor
barang kena pajak dikenakan pajak dengan
tarif 07,5 %.Oleh karenaitu PPN yangdibayar
karena peroiehan barang" kena pajak yang
terkandung daiam barang kena pajak yang
diekspor dapat dikompensasikan dan diminta
kembali. ' • • .

Untuk iebih meningkatkan perwujudan
dan keadiian daiam pembebanah pajak' untuk
menunjang peningkatan penanaman modal,
pelestarian lingkungan hidup dan kebijakan
Iain, WP periu dipeflakukah secara khusus.
Namun demlkian tidak boieh bertentangan
dengan asas bahwa perpajakan dilakukan
sama untuk semua wajib pajak. Oleh karena
itu setiap pemberian kemudahan daiam
bidang perpajakan harus tetap mengacu pada
kaidah-kaidah yang beriaku, sehingga
maksud dan tujuan pemberian fasilitas itu
dapat tercapai.

Perubahan yang paling rnendasar daiam
12 tahun 1994 adaiah diaturnya ketentuan
tentang nilai jual objek pajak tid'ak kena pajak
untuk'setiap wajib pajak."Ketentuan ini
menguntungkan bagi petani yang hanya
mempunyal tanah dan bangunan, karena
pajak hanyadikenakan pada objekpajakyang
niiainya di atas 8 juta rupiah.

189



Kendala-kehdala dalam Peiaksanaan Tax

Reform

Merigkaji kendala-kendala dalam
pelaksanaan.taxreform tidak dapat dilepaskan
dari Taktor-laktor yang' mempengarlihl
keberhasilan tax reform itu sendiri. Apabila di-
amati, maka keberhasilan peiaksanaan tax
reform ini'tergantung pada empatfaktor, yaitu:

1. Faktor SIstem Perpajakan

Untuk dapat mempunyai sistem
perpajakan yang balkdan konsisten bukanlah
pekerjaanyangmudah. Kendala-kendala yang
sangat dipengaruhi oleh situasi umum
sangatlah banyak.

Dari segi peraturannya, dengan telah
diundangkannya lima UU perpajakan pada tax
reform, I (satu ) yang kemudian diperbaharui
pada tahun 1994 dengan tax reform //, maka
sesungguhnya sistem perpajakan di Indonesia
sudah cukup kokoh. Kekokohan ini ditopang
dengan prinsip-prinsip seperti kesederhanaan
dalam sistem perpajakan, peniadaan pajak
berganda, pemerataan dalam pengenaan
dan pembebanan, memberikan kepastian
hukum dan meminimalkan peluang untuk
penggelapan pajak. Klranya sangat berlebihan
apabila kitamengharapkan sistem perpajakan
yang sempuma.Sekalipun demikian, dengan
bermodalkan prinsip-prinsip di atas ditambah
dengan keterbukaan dan kepekaan pimpinan
lembaga dalam menangani masalah
perpajakan, maka sistem dan aturan
perpajakan yang dapat digunakan dengan
sebaik'-baiknya.

Berkaitan dengan sistem perpajakan ini,
tidak dapat ditinggalkan adalah sumber daya
manusia dalam arti aparatur pajak. Citrapajak
sedikit banyak ditentukan oleh peraturannya.

Masyarakat seringkall enggan membayar
pajak karena tidak mendapatkan pelayanah
yang balk dari aparatur pajak. Biasanya
-kelambanan pelayanan, tidak jelasnya jalur
birokrasi yang; harus dilalui^merupakan
niasalah klasik yang berkaitan dengan
aparatur ini. Harus diakui bahwa untuk
membina aparatur pajak yang .balk
membutuhkan waktu yang lama. Usaha
menclptakan perilaku panutan di bidang
perpajakan harus sudah dimulai. Langkah
kearah itu dapat dilaksanakan secara
bertahap melalui tahap peningkatan mutu dan
peningkatan mental.

2. Faktor Sistem Penunjang

Yang menjadi faktor sistem penunjang ini
aritara lain meliputi pembukuan, akuntansi,
dan profesionalisme seperti management,
komputer dan Iain-Iain.

Dari sistem penunjang ini, pembukuan
merupakan faktor penting.-Untuk mengisi SRI
PPh, wajib pajak disamping harus
menyelenggarakan pembukuan, harus pula
melengkapinya dengan laporan keuangan
berupaneraca dan perhitungan rugi laba serta
keterangan lain yang diperlukan untuk
menghitung besarnya penghasilan kena
pajak.

Untuk dapat mengisi SPT seperti yang di
syaratkan, tentunya memeiiukan pembukuan
yang tertib dan benaryang merupakan proses
pencatatan yang teratur dari waktu ke waktu
dan pengelolaan kejadian-kejadian dalam
perusahaan. Pembukuan merupakan sarana
informasi bagiwajib pajak untuk mengisi SPT
secara benar dan lengkap.

Dalam praktlknya, pembukuan di
perusahaan-perusahaan Indonesia tidaklah
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sebaik. yang diharapkan..Kadang-kadang
Perusahaan membuat beberapa pembukuan
yang digunakan untuk tujuan yang berbeda.
Misalnya -pembukuan dengan
melipatgandakan keuntungan yangdigunakan
untuk pihak bank, pembukuan yang
meminimalkan , - keuntungan dan
memperbesar hutang yang ditujukan untuk
petugas pajak'dan pembukuan yang
digunakan bagi kepentingan iimlah seperti
mahasiswa yang akanmenyusun skripsi, tesis
atau di.sertasi. Keadaan seperti ini jelas
merupakan suatu kendaia dalam
peiaksanaan tax reform.

Dari sisi profesionalisme dan manajemen,'
keberadaan kantor-kantor pajak periu kiranya.
untukditambah. Hal,ini sejaian dengan upaya
pemerintah untuk memberikan pel.ayanan
yang maksimaikepadawajib pajak. Banyaknya
kantor pajak akan memberikan keniudahan
bagi wajib pajak untuk menyetorkan pajaknya.
Namun dengan banyaknya kantor pajak harus
didlikung • puia • dengan • kemampuan
•manajerial yang baik, sehingga koordinasi
antara bagian-bagian yang menangani pajak
dapat berjaian dengan.iancar dan baik.^ •

3.. Faktor Masyarakat

Daiam sistem perpajakan yang baru ini
digunakan sistem" se/fassesmenfyang berarti
wajib pajak diberikan kepercayaan untuk
menghitung, membayar sendiri pajak yang
terhitung. Besarnya pajak yang dibayardihltung
sendiri oleh masyarakat untuk kemudian
membayar pajak yang terhitung berdasarkan
ketentuanperaturan perundangan. Semuanya
ini dilakukan tanpa menggantuhgkan-adanya

^Op.clt, Moh.Zain dan Kustadi Arinta„hal.110.

SuratKetetapan.Pajak. •
Uhtuk mewujudkan self assesment ini

memerlukan keuletan. waktu dan kerja keras
dan rasa pengabdian yang tinggi. Karena
rakyat Indonesia harussadar bahwa tanggung
jawat) rakyat dala.m peiaksanaan
pemb.angunan adalah besar, semakin berat
dan.semakin luas. Kesadaran ini merupakan
faktor yang fundamental daiam pembangunan
yang harus dikembangkan secara dini di
dalam masyarakat. Apabila kesadaran
masyarakat ini tidak dapat ditumbuhkan, maka
peiaksanaan tax reform akan menghadapi*
kendaia ^yang besar. Oleh karena itu,
pemerintah dan masyarakat sebaiknya bahu
membahu untuk mengub'ah perilaku
perpajakan masyarakat yang kurahg baik ke
arah yang baik, juga meningkatkan yang sudah
baik.

4. Faktor Ekstern

Seiain tiga faktor diatas, ada faktor yang
pentin'g .,,yang dapat mempengaruhi
keberhasilan dalam peiaksanaan tax reform.
Faktoritu adaiah faktor ekstern. Faktor ekstern

yang pertama adalah faktor ekonoml. Sejak
tahun 1980, perekonomian Indonesia
mengalami kelesuan. Hal ini mempengaruhi
pendapatan ,masyarakat dan pengusaha.
Disinilah tampak adanya keterkaitan ahtera
faktor ekpnomi dengan pajak.

Semakin baik kondisi ekonoml, maka
penerimaan dari pajak akan be^ar, sebaliknya
apabila kondisi perekonomian sedang 'iesu,
maka penerimaan pendapatan dari sektor
pajak akan menurun.
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. Dari segi yang lain, secara sdsial budaya
masyarakM Indonesia niasih bercifat pabon-
klien.-Sifat ini akan membawa pengaaih balk
apabilal'sang' patron (bapak/panutan)
memberikan teladan yang balk dengan patuh'
membayar pajak karena merasa tidak enak
apabila tidak mengikuti perilaku patronnya.
Hal sebaliknya akan teijadi apabila patronnya
tidak patuh membayar pajak. Dislnilah fungsl
keteladanan.menjadi tampak nyata.'

Simpuian ,

Dari uraiandiatas, dapat ditarik beberapa
kesinipulan dan saran sebagai berikut:

1. Penerimaari pajak semakin mendapat
porsi yarig besar dalam penerimaari
negara seperti yang tercantum dalam
RAPBN.

2. Tax Reform membawa perubahan dalam
sistem perpajakan di Indonesia.
Perubahan sistem kolonial menjadi
Sistem Nasional ditandai dengan adanya
kesederhanaan, kepastian hukum,
peniadaari. pajak berganda' serta'
meminimalkan peluang urituk
rrien'ggelapkan pajak. Selain itu pajak
didbrong sebagai aiat untuk ikut serta^
dalam pengembangan ekonoml.'

3. Beberapa kendala' yang dlhadapi
pemerintah dalam pelaksanaan tax reform
ini adalah;

a. kendala dalam sistem perpajakan
b. kendala dalam sistem penunjang;
c.' kendala dari itiasyarakat yang befupa

ketidakpatuhan dalam membayar
pajak

d. kendala ekstern seperti situasi
ekonomi, sosial budaya dan Iain-Iain.

e. Pelaksanaan perpajakan yangefisien.
dan lebih efektif memerlukan pola

~ dukungan organisasi, tata kerja dan:
personalia yang sebanding. •

- f. Periegakan UU Perpajakan baru Ini
harus lebih tegas sesuai dengan
ketentuan yang berlaku sebagaimana
juga:berlaku di bidang lainnya, maka

' metoda self assessment ini harus

diikuti dengan kegiatan verifikatif,
penagihan, auditing dan investigasi
yang lebih sistematisdan ketat:

Daftar Pustaka

Brotodihardjo, Santoso, 1984, Pengantar
Itmu Hukum Pajak, Eresco, Jakarta-
Bandung. •

Mardiasrrio, 1988, Perpajakan, Andi Offset,
Yogyakarta.

Soemitro, Rochmat,1990, Asas dan Dasar
Pnrpajakan 1, Edisi Revisi, Eresco,.

. Bandung.

— i 1988, Pajak Ditinjau Dari SegT
Hukum, Eresco, Bandung.

, 1987, Asas dan Dasar Perpajakan
2, Eresco, Bandung.

Zain, Mohammad, dan Arinta Kustadi, 1990,
Pembaharuan Perpajakan Nasionaly
Citra Aditya Bakti, Bandupg.

UU No. 6 tahun 1983 tentang Ketentuan
Umum dan Tata cara Perpajakan.

UU No. 7 tahun 1983 tentang Pajak
Penghasilan.

UU No. 8 tentang 1983 tentang Pajak
Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan
Pajak Penjualan Atas Barang Mewah.

192. JURNAL HUKUM. NO. 15 VOL 7. DESEMBER 2000:183 - 193



Budi Santoso Handoyo. Tax Reform dan Kendalanya

Uli No. 12.tahuni 1985 •teritang^ Pajak Bumi
dan Bangunan.

UU No. 9tahun 1994 tentang Perubahan atas
UUNo.6tahun 1983.

UU No. 10 tahun 1994 tentang Perubahan atas
UU No.7 tahun 1983 tentang Pajak
Penghasilan. ^

UUNo.ll.tahun 1994 tentang Perubahan atas
• UU No.8 tahuri 1983"tehtahg Pajak

.'Pertambahah Nilai Barang dan Jasa dan
-Pajak atas Barang Mewah.

UU No. 12tahun 1994 tentang Perubahan atas
UU No. 12tahun 1985 tentang Pajak Bumi
dan Bangunan.

193




